
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SAI,IN.{N
KEPI.]TUSAN MXNTERI PERENCANAAN PTMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PEFJNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. I 10,/M.PI'N / rlK/ 08 / 2023
,fE,'.*TANG

PENGANGKATAN PEJABAT KT,'ASA PENGGTINA BAXANG

SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT
DANA PERWAIIAN PTRUBAHAN IKLIM INDONESIA

DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI

MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

Meninrbang a bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

2074 tentang Pengelolaan Barang Milik Negata/Daeruh
sebagairrrana telah diubah dengan Peraturan Petnerintah

Nonror 28 Tahun 2O2O tentanS Perubahan Atas Peraturan

Penrerintah Nonror 27 Tahun 2074 tentant Pel.tgelolaan

Barang Milik Negara / Daerah, diatur bahwa Menteri selaku

PenSSuna BaranS rnenetapkan Pejabat KuaM Pen.e€una

Barang dalant rarrgka pengelolaan Baran1 Milik Negara di
Kernenterian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencallaan Petnbangunan Nasional;

b. bahwa dalam rangka etektivitas pengelolaan Barang Milik
Negara cti Ketnenterian Perencanaan Pelnbangutran

Nasional/Badan Pereltcanaan Pembangunan Nasional

sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan pertilnbangarr

sebagaimatra dirnaksud dalarn huruf b, perlu ditetapkan

Pejabat Kuasa PenSguna Barang di Satuan Kerja Majelis Wali

Anranat f)ana Perwalian Pettrbahan Iklim lndonesia di

Kementerian Perencanaan Pentbangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pentbangunan Nasional;

c. bahwa ..
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Mengingat

c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Keputusan
ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk
duduk dan melakunakan tugas sebagai Pejabat Kuasa
Pengguna Barang di Satuan Kerja Majelis Wali Arnanat Dana
Perwalian Pembahan Iklim Indonesia di Kementerian
Petencanaan Pembanganan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahttn 2073 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Perattran Pemerintah
Nomor 50 Tahttn 201,8;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentanr
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah
diubah dengan PeratLl,ran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Atas Petatvran Pemerintah Nomor 27
Tahun 201,4 tentanS Pengelolaan Barang Milik
Nerara/Daerah;

4. Petaturan Presiden Norror 67 Tahun 2079 tentanr Penataa[
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tahrn 2079-2024;

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Taht;ul. 2079 tentang
Organisasi Kementerian Negara sebagaim ana telah ditbah
dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2027;

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2027 tentang
Kementerian P et e nc anaan P emb angttn an Nasional;

7- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahtn 2O27 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Peratutan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencan aan Pembangufian Nasional
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Percncanaan, Pelaksanaan,
Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Aaggaran;

9. Pel:aturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pefilbanglonan Nasional

Nomor 3 Tahtm 2022 tentanS Ortaniusi dan Tata Keda

Kementerian Petencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN



Menetapkan

KEDUA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA
PENGGUNA BARANG SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT
DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA DI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAI/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Majelis
Wali Amanat f)ana Perwalian Perubahan lklim Indonesia/ICCTF:

Nama : Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc.

NIP :796607031992032005

Gol. :lY / e

Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Pejabat Kuasa Pengguna Baran1 Satltan Kerja Majelis Wali Amanat
Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia di Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional di Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Pereneanaan Pembangunan
Nasional sebagaimana dimaksud pada Dlktvln PERTAMA, beftuSas
dan berwenang untuk:

a. mengajukan rencana kebutuhan dan pnganggaran Barang
Milik Negara untuk Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. melaksanakan pengadaan Barang Milik Negara sesuai derngan

ketentuan peratur an perundang-rndanganl

c. mengajukan permohonan Wnetapan status Penggun4an
Barang Milik Negara yang berada dalam Wngoasaannya
kepada Pengelol a Barang;

d. menggttnakan Barang Milik Negara yang beruda dalam

Wngaasaannya untuk kepentingan penyelenSSaraan tugas
dan fungsi Kementerian Pet:encana.an Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan PembanSunan Nasional;

e. mengamankan dan memelih ara Barang Milik Negara yang
berada dalam penguasaanny a;

f. mengajukan usul Pemanfaatan Batang Milik Negara yang
beuda dalam penguasaannya ke pada PengeTola Barung;

g. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara
yang Lerada dalam penguasaurnnya kepada Pengelola Barang;

PERTAMA

h. menyerahkan ...
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KETICA

h. menyerahkan BaranS Milik Negara yang tidak digunakat
untuk kepentingan penyelenggataan fitg s dan t'ungsi
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dan tidak dimanfaatkan
oleh Pihak Lain kepada PenSgana Baran1;

i. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghaplsan Barang Milik
Negara yanS berada dalan pentuasaannya kepada Penggwa
Barung;

j. melakukan pe.mbinaan, pengawasan, dan pengendalian alas
Penggunaan Barang Milik Ne8ara yang Lerada dalam
penSuasaannya;

k. melakukan pencatatan dan Inventarisasi BarunB Milik Negara
yangberada dalam penguasa nnya;

l. menyrrsun dan menyampaikan laporan barang pengguna
semesteran dan laporan baratg pe.ngguna tahunan yang
berada dalam pengrasaannya kepada Pengelola Barang;

m. mengangkat/ menunjuk pejabat unit akuntansi Kuasa

Penggnna Batang;

n. mengangkat/ menunjuk pejabat yang menturus dan
menyimpan Barang Milik Negara;

o. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan petatvran
perundang- unda nganl dan

p. melaksanakan tugas lain sesuai penugasan Menteri selaku

Pe gguna Barung.

Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri
Perencanaan Pembangtrnan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor KEP.28/M.WN/HWO3/2023
tentanS PenSan gkatan Pejabat Kuasa Penggun a Barang di
Kementerian Peretcanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

KXEMPAT :
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KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2023

AAENTIRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHI\RSO MONOARFA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

-/46*-'/ z::*
RR. Rita Erawati


